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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi 

hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai 

sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakanya 

hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup dalam 

masyarakat. Negara membuat hukum (pidana) untuk menciptakan masyarakat 

yang tertib, aman, sejahtera serta damai.
1

 Namun pada kenyataannya masih 

bermunculan bergabagai kejahatan. Ini menunjukan bahwa tujuan hukum itu 

belum terwujud sepenuhnya. 

Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat 

merugikan masyarakat, karena menganacam norma-norma yang mendasari 

kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan 

individual, maupun ketegangan-ketegangan sosial. Alasan pengakuan eksistensi 

kejahatan tersebut, karena kejahatan merupakan bentuk tingka laku manusia yang 

sangat merugikan masyarakat, seperti misalnya kejahtan kesusilaan yang meliputi 

pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Kejahtan kesusilaan 

(misdrijven tegen de zeden) merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian 

                                                           
1
 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia,Cet.2. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.Hlm.7. 
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dikalangan masyarakat, terlihat dari seringnya diberitakan tindak pidana 

pemerkosaan dan pencabulan dimedia-media elektronik atau pun media cetak.  

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. 

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana 

pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilan. KUHP belum mendefinisikan 

dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampur adukan 

pengertianya dengan perkosaan atau persetubuhan. Pencabulan merupan salah 

satu jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbanya, sebab 

pencabulan akan melanggar hak manusia serta dapat merusak martabat 

kemanusian khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Cabul merupakan 

perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual misalnya, meraba-raba 

kemaluan yang dilakukan dimuka umum yang menimbulkan rangsangan birahi.
2
 

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan 

melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan 

dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu 

seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, 

memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan.
3

  Ada beberapa 

bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah sebagai berikut:
4
 

1. Exhibitionism seksual yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.  

2. Voyeurism yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.  

                                                           
2
 Andi Hamzah. Terminology Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 2009, Hlm 32 

3
 Adami Chazawi. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Raja Grafindo. 2005. Jakarta. 

Hlm. 80 
4
 Kartini Kartono. Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual. Mandar Maju. 1985. 

Bandung. Hlm. 264 



 
 

 
 

3. Fonding yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.  

4. Fellatio yaitu, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak 

mulut. 

Pencabulan ini sebenernya terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan vital   

(seksual) pada manusia dan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dapat 

mendatangkan gangguan kejiwaan dalam bentuk tindakan abnormal. Bila dilihat 

dari sudut pandang ilmu psikologi pendidikan yang dimaksud dengan tingkah laku 

abnormal itu ialah tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma tertentu dan 

dirasa mengganggu orang lain atau perorangan. 

Mengenai masalah yang berhubungan dengan kejahatan pencabulan diatur 

dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II 

yakni dimulai dari pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP yang dikategorikan 

sebagai kejahatan kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam 

KUHP saja namun diatur pula pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 

tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak. Kitab undang-undang hukum pidana yang menyatakan 

perbuatan pencabulan terdapat dalam Pasal 289 KUHP serta dalam Undang-

Undang perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 82. pasal 289 KUHP yang 

menyatakan bahwa: 

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

orang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam 

karena menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling 

lama sembilan tahun”. 



 
 

 
 

Ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:  

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 

Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).” 

Ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak menjelaskan bahwa:  

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 

Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).” 

 Pencabulan merupakan kejahatan yang  berdampak sangat buruk terutama 

pada korbannya. Sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat 

merusak martabat kemanusian, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. 

Kasus-kasus tindak pidana pencabulan sangat marak  terjadi di Indonesia terutama 

terjadi pada anak-anak. Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai  korban 

yang merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat 

sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi.
5
 Pencabulan merupakan kejahatan 

kesusilaan yang  disebabkan oleh berbagai factor. Kejahatan ini cukup  kompleks 

penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat  dipengaruhi oleh 

                                                           
5
 Nofri Amelia, Skripsi: Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan  Terhadap Anak 

Dilingkungan Keluarga, Palembang : Universitas Sriwijaya,2014.Hlm.2. 



 
 

 
 

kondisi yang mendukung seperti keberadaan korban yang secara tidak langsung 

mendorong pelakunya dan bisa jadi ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. 

Beberapa faktor ini terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan  

pelakunya. Artinya sudah ada relasi lebih dulu (dalam ukuran interaktif tertentu)  

antara korban dan pelakunya.
6

 Kasus pencabulan di Indonesia bukan hanya 

dilakukan oleh pelaku yang fisiknya normal saja akan tetapi ada beberapa kasus 

yang pelakunya penyandang siabilitas.  

Penyandang disabilitas merupakan istilah pengganti dari penyandang cacat 

atau orang dengan kecacatan atau orang cacat atau difabel kata yang dulu sering 

digunakan. Bagi masyarakat luas, kata disabilitas mungkin terkesan kurang 

familiar karena mereka umumnya lebih mudah menggunakan istilah penyandang 

cacat karena dalam masyarakat luas masih terdapat perdebatan dalam menyebut 

penyandang cacat. Sebagian masyarakat memiliki pendapat bahwa penggunaan 

istilah penyandang cacat dianggap memberikan stigma negatif terhadap seseorang. 

Hal ini didasarkan pada pemberian kata penyandang yang seolah-olah 

menunjukkan bahwa ia diberi label kecacatan yang melekat pada keseluruhan 

pribadinya. Adapun menurut undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang 

penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, 

intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam 

berintraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk 

berpartisipsasi secara penuh dan epektif dengan warga Negara lainnya 

berdasarkan kesamaan hak. Definisi ini menempatkan disabilitas 

(ketidakmampuan atau hambatan aktivitas) sebagai hasil dari interaksi antara 

                                                           
6
 Didik. M, Arif Mansyur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2007, Hlm.66. 



 
 

 
 

keterbatasan fungsi fisik/mental dengan faktor lingkungan, respon sosial, serta 

faktor yang lebih luas yang mendukung hambatan atas ketidakmampuan tersebut.7
 

Penyandang disabilitas sebagai pelaku kejahatan tindak pidana pencabulan 

ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang mendorong dan mempengaruhi si 

pelaku melakukan kejahtan tersebut. Faktor yang mempengaruhi penyandang 

disabilitas melakukan tindak pinda pencabulan ialah bujukan dari orang lain, rasa 

ingin tahu yang tinggi yang dimiliki penyandang disabilitas mental dan serta 

tontonan yang dilihatnya yang mengakibatkan dorongan naluri yang kuat sebagai 

laki-laki sehingga pelaku sebagai penyandang disabilitas melakukan yang tidak 

seharusnya dilakukannya berupa pencabulan tanpa tahu dan mengerti atas apa 

yang dilakukannya. Berdasarkan penelitian WHO (World Health Organisation) 

organ reproduksi manusia sudah mulai berfungsi antara umur 10-14 tahun,maka 

dapat disimpulkan penyandang disabilitas mental juga sudah memiliki 

nafsu/birahi karena organ reproduksinya sudah berfungsi, sehingga tidak menutup 

kemungkinan penyandang disabilitas mental dapat melakukan tindak pidana 

pencabulan baik kepada anak-anak dibawah umur atau kepada sesama 

penyandang disabilitas.
8
 

 Dengan adanya fakta-fakta seperti diatas ada beberapa contoh kasus 

pencabulan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas salah satunya seperti 

                                                           
7
  Siti Nur Hayati, Jurnal : Kesetaraan Dimuka Hukum Bagi Penyandang Disabilitas, 

Https://Www.Jurnal.Iainkediri.Ac.Id/Index.Php/Realita/Article/View/237 Diakses Pada 12 Juni 

2020, 08.30 WIB 
8

Dian Candra Dewi, Subekti, Jurnal: Pertanggungjawaban Pidana Penyandang 

Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. 

Https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Recidive/Article/View/40496/26695 Diakses Pada 10 Agustus 2020. 

13.40 WIB 



 
 

 
 

kasus baru-baru ini yang menggemparkan seseorang pria dengan retardasi mental 

asal tebet, Jakarta selatan yang bernama Eddy Soeryono alias yoyo dituding 

melakukan aksi pencabulan terhadap dua anak perempuan, yakni  A dan S yang 

masing-masing  berumur 10 dan 8 tahun. Tanpa adanya pemeriksaan kondisi 

psikologis terhadap Eddy Soeryono. Kasus ini bermula saat sebuah video yang 

beredar di media sosial maupun aplikasi pesan singkat dikalangan warga Tebet 

Jakarta selatan yang memperlihatkan seorang pria dewasa, yakni yoyo menyentuh 

organ genital anak pada 16 agustus 2019. Video tersebut direkam oleh  tetangga 

yoyo yang rumahnya bersebelahan langsung dengan tempat kejadian perkara 

(TKP).  Dalam video tersebut terlihat bahwa korban  S menarik tangan terdakwa 

untuk menyentuh organ genetalnya. Kemudian korban A mendatangi pria 

berumur 45 tahun tersebut untuk minta dipeluk. Pada tanggal 9 Oktober 2019 

terdakwa ditangkap oleh Direktorat Reserse Criminal Umum Polda Metro Jaya 

berdasarkan laporan yang dibuat oleh keluarga korban. Eddy Soeryono alias yoyo 

disangka telah melakukan tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul 

terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasar 76 D juncto pasal 81 dan atau pasal 

76 E juncto pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak.
9
 

 Selain kasus diatas ada beberapa kaus penyandang disabilitas sebagai 

pelaku tindak pidana pencabulan seperti kasus yang disidangkan di Pengadilan 

                                                           
9

Penyandang Disabilitas Mental Disidangkan Atas Tuduhan Pencabulan 

https://metro.tempo.co/read/1360716/penyandang-disabilitas-mental-disidangkan-atas-tuduhan-

pencabulan. Diakses pada 31 juli 2020,16.30 WIB. 

https://metro.tempo.co/read/1360716/penyandang-disabilitas-mental-disidangkan-atas-tuduhan-pencabulan
https://metro.tempo.co/read/1360716/penyandang-disabilitas-mental-disidangkan-atas-tuduhan-pencabulan


 
 

 
 

Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb dan Pengadilan Negeri 

Surakarta Nomor : 50/Pid.Sus/2013/PN Ska. 

1. Putusan pengadilan negeri Surakarta nomor : 50 / pid.sus /PN.Ska 

di Pengadilan NegeriSurakarta tentang tindak pidana pencabulan yang 

dilakukan oleh Raga Bayu Deni Hardiyanto Bin Mustaman (17 tahun) 

seorang anak penyandang disabilitas, terbukti bersalah melakukan tindak 

pidana pencabulan terhadap Nasala Nafa Danur Indri Budi Safitri(5 tahun) 

dan Grafika Puan Maharani (5 Tahun), yang diputus pada tahun 2013. 

Dalam putusan ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak 

melakukan perbuatan cabul. Pencabulan tersebut berakibat luka lecet, 

warna kemerahan pada bibir kemaluan korban. Sehingga korban 

merasakan sakit saat buang air kecil. Akibat perbuatannya, Raga Bayu 

Deni Hardianto di hukum berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan (2) 

sub a Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan 

memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan 

khususnya pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

serta Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP 

dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tantang Peradilan Anak dengan 

pidana percobaa. Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan 

ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dengan 

perintah hakim, terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 ( satu ) tahun 

dan 6 ( enam ). 



 
 

 
 

2. Putusan pengadilan negeri wonosobo nomor 16/pid.sus/PN Wsb 

a. Menyatakan terdakwa SUHERMAN Bin ABIDIN terbukti secara sah 

dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam dakawaan tunggal penuntut umum tetapi terhadap pertbuatan 

tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya 

karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

Pasal 44 ayat (1) KUHP. 

b. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan. 

c. Memeritahkan kepada Penuntut Umum  untuk menempatkan terdakwa 

dirumah sakit jiwa Prof. Dr. Soerojo magelang untuk menjalani 

perawatan selama 3 (tiga) bulan. 

d. Memerintahkan terdakwa untuk segera dikeluarkan dari dalam 

tehanan. 

e. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat 

serta martabatnya dalam keadaan semula. 

Berdasarkan  hal yang melatar belakangi kejadian-kejadian tersebut, maka 

penulis ingin lebih membahas secara mendalam tentang tindak pidana pencabulan 

yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, serta ingin mengetahui bagaimana 

pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana 

pencabulan atas perbuatan tindak pidana pencabulan yang dilakukannya dan 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada penyandang disabilitas 

sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. 



 
 

 
 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merasa perlunya 

melakukan studi putusan kasus pencabulan yang dilakukan oleh penyandang 

disabiltas yang terjadi di pengadilan negeri Wonosobo dan pengadilan negeri 

Surakarta dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul: “Studi 

Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh 

Penyandang Disabilitas (Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 

16/Pid.Sus/2019/PN Wsb dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta 

Nomor:50/Pid.Sus/2013/PN Ska ) “. 

B.  Rumusan Maslah  

Perumusan masalah dibuat untuk memper mudah penulis dalam 

membatasi masalah yang akan dianalisis atau akan diteliti sehingga mencapai 

tujuan apa yang di inginkan. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas 

maka hal-hal yang menjadi permasalahan dalam  skripsi ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 

pidana terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku yang melakukan 

tindak pidana  pencabulan pada Putusan Pengadilan Negari Surakarta 

Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska dan Putusan Pengadilan Negeri 

Wonosobo nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Wsb. 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas sebagai 

pelaku pencabulan pada Putusan Pengadilan Negari Surakarta 



 
 

 
 

Nomor:50/Pid.Sus/2013/PN.Ska dan Putusan Pengadilan Negeri 

Wonosobo Nomor: 16/Pid.Sus/ 2016/PN Wsb. 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang 

dingin dicapai sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku  penyandang disabilitas 

yang melakukan pencabulan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi terhadap 

penyandang disabilitas sebagai pelaku pencabulan 

D. Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat praktis  

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya 

mengenai penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana 

pencabulan; 

b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk 

memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai tindak 

pidana pencabulan oleh pelaku penyandang disabilitas; 

 



 
 

 
 

2. Manfaat Teori 

Penelitian ini diharapkan agar mampunyai manfaat yaitu untuk 

memperkaya  dan memper dalam ilmu pengetahuan penulis, khususnya bagi 

pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, dan memperluas  pengetahuan 

tentang penyelesaian suatu kasus, khususnya putusan hakim dalam tindak 

pidana pencabulan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas; 

E. Kerangka toeritis dan Konseptual  

1. Kerangka Teoritis  

 Kerangka teoritis yaitu konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran ataupun kerangka teori acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan 

untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh 

peneliti.
10

  

1. Teori Pertimbangan Hakim  

 Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata 

peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa 

terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung 

oleh alat bukti yang sah. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau 

pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan 

penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:
11
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a. Teori Keseimbangan  

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan 

antara syarat-syarat  yang ditentukan oleh undang-undang dan 

kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan 

perkara, yaitu antara lain seperti adanya kesimbangan yang 

berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan 

kepentingan korban. 

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi  

Penjatuhan putusan oleh hakim merupan diskresi atau 

kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan 

putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang 

wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat 

keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara 

pidana; 

c. Teori Pendekatan Keilmuan  

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses 

penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik  dan penuh 

kehati-hatian khususnya dalam kaitanya dengan putusan-putusan 

terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. 

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa 

dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas 

dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan 



 
 

 
 

ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim 

dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya; 

d. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman yang dimiliki hakim merupakan suatu yang 

dapat membantunya menghadapi perkara-perkara yang 

dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya 

seorang hakim dapat mengetahui dampak dari putusan yang 

dijatuhkan dalam perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, 

korban maupun masyarakat.  

e. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, 

yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan 

pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan 

perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara 

yangdisengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan 

putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi 

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan 

bagi pihak yang berperkara; 

f. Teori Kebijaksanaan 

Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu 

sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan 

tindak pidana, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan 



 
 

 
 

masyarakat dalam rangka membina, memelihara, mendidik pelaku 

tindak pidana anak, serta sebagai pencegahan umum kasus.
12

 

2. Teori pertanggugjawaban pidana 

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai 

“toerekenbaarheid”, “criminal responbility”, “criminal hability”. Bahwa 

pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana 

yang terjadi. Dengan kata lain apakah terdakwa dipidana atau dibebaskan. 

Jika dia dipidana maka perbuatanya tersebut harus ternyata perbuatan yang 

melawan hukum  dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan 

tersebut memperlihatkan kesalahan dari pertindak yang berbentuk 

kesengajaan atau kealpaan.
13

 

3. Teori Penerapan Sanksi Pidana dan Tujuan Pemidanaan  

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan 

pelanggaran pidana karena pidana juga berperan sebagai pranata sosial. 

Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi social saat terjadi 

pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yaitu norma yang 

mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan reafirmasi 

simbolis atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama”sebagai bentuk 
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ketidak setujuan terhadap prilaku tertentu . bentuknya berupa konsekuensi 

yang menderita, atau setidaknya tidak menyenangkan.
14

 

Penerapan sanksi pidana harus memenuhi syarat-syarat 

pemidanaan adalah terpenuhinya syarat objektif, syarat subjektif dan  

tujuan pemidanaan.  

Yang dimaksud dengan syarat subjektif adalah terkait dengan 

tanggungjawab pada diri si pelaku yaitu menenai unsur kesalahan, atau 

yang dimaksud dengan  unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang 

melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, 

dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam 

hatinya. 
15

 

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:  

a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa). Perbuatan harus 

dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan 

akibat dari perbuatan atau dengan keadaan  mana perbuatan itu dilakukan. 

b. Kemampuan bertanggungjawab.  

c. Tidak ada alasan pembenar. 

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat objektif  atau unsur objektif 

adalah perbuatan melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh 
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undang-undang / perundang-undangan atau terhadap pelanggarnya diancam 

pidana, dan tempat dan keadaan tertentu.
16

 

Unsur-unsur obyektif dari pemidanaan itu adalah:  

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid. 

b. Perbuatan orang. 

c. Memenuhi rumusan dalam undang-undang. 

Ada beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan atau pemberian sanksi pidana 

yang umum diterima dalam hukum  pidana, yaitu: 

a. Teori pembalasan, teori ini menyatakan bahwa pelaku yang melakukan 

tindak pidana harus mendapatkan balasan atas perbuatan yang 

dilakukanya. Teori ini lebih mengedepankan bahwa sanksi yang 

dijatuhkan untuk orang yang melakukan kejahatan merupakan akibat 

mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang 

melakukan kejahatan tersebut sehingga sanksi ini bertujuan untuk 

memuaskan tuntutan keadilan.
17

 Pada dasarnya tindakan pembalasan 

itu mempunyai dua sudut yaitu: 

1. Sudut subjektif (subjective vergelding), yang pembalasannya 

ditujukan kepada orang yang berbuat salah. 

2. Sudut objektif (objective bergelding), yang pembalasannya 

ditujukan untuk memenuhi perasaan balas dendam masyarakat. 
18
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b. Teori tujuan, teori ini menyatakan bahwa pemidanaan merupakan 

sarana untuk mencapai suatu tujuan yang berguna untuk 

mensejahterakan masyarakat dan sanksi bertujuan untuk mencegah 

seseorang melakukan kejahatan.
19

 Mengenai tujuan pidana itu ada 

beberapa pendapat, yaitu: 

1) Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat 

yang gelisah, karena akibat dari telah terjadinya suatu 

kejahatan. 

2) Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan, yang 

dapat dibedakan atas pencegahan umum 

(generalepreventie) dan pencegahan khusus (speciale 

preventie). 

c. Teori gabungan, teori gabungan ini merupakan gabungan dari teori 

pembalasan dan teori tujuan. Menurut teori ini, tujuan dari pidana yaitu 

selalu membalas kesalahan atau yang dilakukan seseorang yang 

bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mewujudkan suatu 

ketertiban dengan ketentuan berat pidananya tidak boleh melebihi 

batas suatu pembalasan yang adil.
20
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2. Kerangka Konseptual 

 Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan 

antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep 

merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.
21

 Oleh karena itu untuk penelitian 

ini dapat dilihat definisi-definisi konseptual berdasarkan judul penelitian. 

Definisi-definisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna/arti kata serta agar 

tidak terjadi multitafsir dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian 

ini. Definisi koseptual itu antara lain :  

1. Putusan Pengadilan: Yang dimaksud dengan putusan hakim pada kasus ini 

adalah suatu penyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 

terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 

tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang
22

. Dan dalam hal ini peneliti menggunakan sebuah keputusan yang 

sudah Diputuskan Di Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 

16/Pid.Sus/2019/PN Wsb dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta 

Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN Ska tentang tindak pidana pencabulan yang 

dilakukan oleh penyandang disabilitas. 

2. Menurut KUHP Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar 

kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam 

lingkungan nafsu birahi kelamin. 
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3. Menurut undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang 

disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami 

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka 

waktu lama yang dalam berintraksi dengan lingkungan dapat mengalami 

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif 

dengan warga Negara lain berdasarkan kesamaan hak. 

F. Metode Penelitian  

 metode penelitian merupan yang cara-cara atau prosedur yang harus 

dilakukan dalam kegitan suatu penelitian, pada umumya dimulai dari penetapan 

perumusan masalah yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan 

pengumpulan data yang dibutuhkan, melakukan analisis data, dan diakhiri dengan 

penarikan kesimpulan. 

 Dalam suatu penelitian dibutuhkan suatu metode yang dapat menuntun 

penelitian dari penulis untuk mengungkap dan menjawab suatu permasalahan 

yang terjadi didalam masyarakat.metode ini merupan alat untuk mencapai tujuan 

yang akan dicapai oleh seorang peneliti.
23

 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian 

hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka dengan tipe penulisan deskriptif yang bertujuan untuk 
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menggambarkan tentang suatu hal tertentu yang mengacu pada norma-norma 

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-

putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.
24

 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk 

mengkaji suatu  permasalahan tertentu. Jenis-jenis pendekatan tersebut meliputi:  

a. Pendekatan Undang-Undang ( Statute Approach ) 

Pendekatan statute ini dilakukan dengan cara mempelajari semua 

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan 

permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan undang-undang ini 

akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah 

konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan 

undang-undang lainnya, dan hasil dari mempelajari peraturan 

perundang-undangan tersebut merupakan suatu argument untuk 

memecahkan isu yang dihadapi.
25

 

b. Pendekatan Kasus ( Case Approach )  

Pendekatan ini dialakukan dengan melakukan telaah pada kasus-

kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus 

yang telah dilaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan 

pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada 

setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada 
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suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argument dalam 

memecahkan isu hukum yang dihadapi.
26

 

c. Pendekatan Komparatif ( Comparative Approach ) 

Pendekatan perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan 

peraturan hukum ataupun putusan pengadilan disuatu Negara, namun 

haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan ini dilakukan untuk 

memperoleh persamaan dan perbedaan diantara peraturan hukum atau 

putusaan pengadilan tersebut.
27

 

3. Sumber Bahan Hukum 

Jenis bahan hukum  yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 

data-data skunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum 

tersier.
28

  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat 

mengikat, berupa:  

1. KUHP; 

2. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak; 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; 

4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; 
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5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak; 

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pernyandang 

Disabilitas; 

7. Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 

16/Pid.Sus/2019/PN Wsb Dan Putusan Pengadilan  Negeri 

Surakarta Nomor: 50/Pid.Sus/2013/PN Ska 

b. Bahan Hukum Skunder  

Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang berisi 

penjelasan mengenai hukum primer.
29

 Penelitian ini menggunakan buku-

buku teks yang berkaitan dengan suatu masalah yang akan dibahas, bahan 

hukum skunder ini terdiri dari hasil-hasil penelitian, hasil karya dari 

kalangan hukum  ( misalnya: buku-buku, makalah hukum, jurnal/majalah 

hukum, artikel, skripsi ) dan sebagainya; 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum tambahan yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

skunder.
30

bahan hukum tersier terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan 

sebagainya yang berkaitan dengan masalah tindak pidan pencabulan yang 

dilakukan oleh penyandang disabilitas. 
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Pers, 2012, Hlm. 68. 



 
 

 
 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan metode pengumpulan bahan 

pada studi pustakaan (library research). Studi kepustakaan atau studi dokumen 

meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 

hukum skunder, bahan hukum tersier.
31

 Teknik studi kepustakaan dilakukan 

dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan 

mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan 

berhubungan dengan skripsi penulis. 

5. Analisis Bahan Hukum  

 Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik deskriptif analisis, yakni untuk memberikan deskripsi mengenai subyek 

penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subyek 

yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.
32  Maksudnya, 

menguraikan kasus tentang hukuman kejahatan pencabulan oleh pelaku difabel 

yang diputuskan oleh pengadilan negeri Rantau Prapat dan surakarta secara 

keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus sampai dengan isi putusannya dan 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada putusan 

No.16/Pid.Sus/2019/PN Wsb dan putusan No.50/Pid.Sus/2013/PN Ska Kemudian 

kerangka pikir dilakukan dengan pola pikir deduktif, pendeketan yang berangkat 

dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan 

kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama 

                                                           
31

 Ibid.hal.107  
32

 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. Hlm.6. 



 
 

 
 

dengan fenomena yang bersangkutan.
33  Maksudnya menganalisis kasus 

berdasarkan berkas-berkas yang ada, kemudian merujuk kembali pada ketentuan-

ketentuan hukumnya yang dirumuskan dengan ketentuan undang-undang dan 

hukum tersebut. 

6. Penarikan Kesimpulan  

 Penarikan kesimppulan dalam skripsi ini dilakukan menggunakan metode 

deduktif. Metode deduktif ini merupakan metode penarikan kesimpulan yang 

berpangkal dari suatu pengetahuan yang bersifat umum yang kebenarannya telah 

diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu pengetahuan baru yang bersifat 

khusus.
34

 Prosedur penalaran deduktif adalah prosuder penalaran yang berawal 

dari suatu peraturan perundang-undangan dan berakhir pada suatu kesimpulan 

berupa fakta hukum yang dapat dilihat dari pendapat-pendapat hukum.
35
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